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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Peningkatan pangan merupakan prioritas utama karena pangan 
merupakan kebutuhan dasar bagi manusia (Rachman dan Ariani, 2002). 
Permintaan akan pangan terus meningkat seiring dengan perkembangan 
jumlah penduduk serta ketergantungan pangan masyarakat pada beras 
mengharuskan pemerintah untuk tetap memprioritaskan peningkatan 
produksi padi dengan berbagai upaya. Memanfaatkan potensi lahan 
sawah yang ada saat ini, selain penggunaan varietas unggul, 
penggunaan pupuk yang tepat menjadi salah satu faktor utama untuk 
mendorong peningkatan produksi pertanian. Berikut Gambar 1 jumlah 
produksi padi nasional tahun 2011-2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kementerian Pertanian Tahun 2016 
Gambar 1. Jumlah Produksi Padi Nasional Tahun 2011-2015 
Gambar 1 dapat dilihat bahwa produksi padi meningkat sejak 
tahun 2011 sampai 2015, namun pada tahun 2014 sempat terjadi 
penurunan produksi. Pertumbuhan 2015 terhadap 2014 sebesar 4,01%  
(Kementan, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa upaya intensifikasi dan 
ekstensifikasi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah telah 
menunjukkan hasil yang cukup signifikan. 
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Ketersediaan pupuk di pasar baik dari segi kuantitas, kualitas 
dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dijamin 
oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah berupaya 
untuk menyediakan sarana produksi dalam jumlah yang relatif 
mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh 
kalangan pengguna pupuk. Hal inilah yang mendasari pemerintah 
memberlakukan subsidi pupuk bagi petani untuk meningkatkan 
produksi dan peningkatan pendapatan petani (Hendrawan dkk, 2011). 
Menurut Darwis dan Supriyati (2014), subsidi pupuk 
dimaksudkan membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan 
pupuk dalam usahataninya agar dapat menerapkan pemupukan 
berimbang. Pemupukan berimbang yang dimaksud adalah sesuai 
dengan prinsip 6 tepat yaitu: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan 
mutu sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal. Petani 
diberikan kemudahan dan jaminan kepada kelompok tani dalam 
memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. 
Menurut Kementan (2016) Jawa Tengah merupakan peringkat 
nomor dua setelah Jawa Timur yang memiliki kebutuhan pupuk 
bersubsidi paling banyak di Indonesia pada tahun 2016. Alokasi pupuk 
bersubsidi Jawa Timur sebesar 2.714.920 ton sedangkan pupuk 
bersubsidi untuk Jawa Tengah sebesar 1.856.825 ton. Hal ini 
menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu 
penyangga pangan nasional. 
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang 
masih mempunyai peranan dominan dalam perekonomian di Jawa 
Tengah. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor pertanian terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) peringkat kedua belas 
dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Jawa Tengah yaitu 
sebesar 2,66 persen (BPS Jateng, 2017). Selain itu, ditunjukkan dengan 
data BPS Kabupaten Karanganyar (2016) bahwa luas panen padi sawah 
sebesar 48.131 ha dan produksi padi sawah sebesar 311.919 ton serta 
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produktivitasnya sebesar 64,81 kw/ha. Menurut BPS Jateng (2015) 
bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 10 besar 
produktivitas tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menandakan 
bahwa aktivitas pertanian di Kabupaten Karanganyar termasuk tinggi 
dan berdampak pada kebutuhan sarana produksi yang tinggi pula.  
Alokasi pupuk bersubsisi di setiap daerah berbeda-beda sesuai 
dengan luas lahan sawah pada daerah tersebut. Kecamatan 
Kebakkramat merupakan wilayah di Kabupaten Karanganyar yang 
mendapatkan alokasi pupuk subsidi paling banyak dibanding kecamatan 
lain. Berikut data alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tiap 
kecamatan di Kabupaten Karanganyar: 
Tabel 1.1 Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tiap Kecamatan di 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 
No Kecamatan 
Alokasi Pupuk Bersubsidi (ton) 
Jumlah 
Urea SP 36 ZA NPK Organik 
1 Kerjo 1370,00 394,00 484,00 983,00 470,00 3701,00 
2 Colomadu 521,00 69, 50 192,00 125,00 53,00 891,00 
3 Tawangmangu 689,00 135, 50 168,00 594,00 166,00 1617,00 
4 Jenawi 780,00 289,00 163,00 660,00 169,00 2061,00 
5 Ngargoyoso 562,00 217,00 175,00 535,00 155, 60 1489,00 
6 Jaten 983,00 247,00 346,00 780,00 398, 50 2356,00 
7 Tasikmadu 1397,00 339,00 524,00 976,00 438,00 3674,00 
8 Mojogedang 1323,00 543,00 662,00 1418,00 675, 50 3946,00 
9 Jumapolo 1189,00 396,00 427,00 858,00 418, 40 2870,00 
10 Gondangrejo 941,00 130,00 204,00 581,00 203, 50 1856,00 
11 Jatipuro 707,00 93,00 88,00 601,00 92,00 1581,00 
12 Jumantono 1246,00 567,00 944,00 1063,00 439,00 4259,00 
13 Jatiyoso 1429,00 245,00 90,00 684,00 228. 50 2448,00 
14 Matesih 1646,00 441,00 527,00 799,00 437,00 3850,00 
15 Karanganyar 984,00 404,00 647,00 905,00 549,00 3489,00 
16 Karangpandan 1421,00 396,00 629,00 970,00 372,00 3788,00 
17 Kebakkramat 1872,00 359,00 500,00 1303,00 735,00 4769,00 
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar 2016 
Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Kebakkramat 
mendapatkan total alokasi pupuk sebesar 4.769 ton. Urea sebesar 1.872 
ton, alokasi pupuk SP 36 sebesar 359 ton, alokasi pupuk ZA sebesar 
500 ton. Alokasi pupuk NPK sebesar 1.303 ton sedangkan pupuk 
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organik sebesar 735 ton. Jumlah tersebut adalah yang paling besar 
dibanding kecamatan yang lain. 
Berdasarkan observasi awal di lapang berkaitan dengan 
penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani. Permasalahan yang sering 
terjadi yaitu terkait penggunaan beberapa jenis pupuk di tingkat petani 
yang tidak sesuai dosis anjuran (Siallagian dkk, 2012). Berikut Tabel 
1.2 rata-rata penggunaan pupuk bersubsidi: 
Tabel 1.2 Rata-Rata Penggunaan Pupuk Bersubsidi  
No Jenis Pupuk Bersubsidi 
Rekomendasi 
(Kg/Ha) 
Rata-rata Penggunaan 
(Kg/Ha) 
1 Urea 250 355 
2 SP 36 150 251 
3 ZA 100 155 
4 NPK 150 178 
5 Organik 500 235 
Sumber: Data Primer, 2018 
Tabel 1.2 menunjukkan rekomendasi pupuk Urea, SP 36, ZA, 
NPK, Organik berturut-turut sebesar 250Kg/Ha, 150 Kg/Ha, 100 
Kg/Ha, 150 Kg/Ha, dan 500 Kg/Ha. Sedangkan penggunaan rata-rata 
petani berturut-turut sebesar 355 Kg/Ha, 251 Kg/Ha, 155 Kg/Ha, 178 
Kg/Ha, dan 235 Kg/Ha. Hal ini menunjukkan bahwa petani dalam 
mengaplikasikan pupuk subsidi telah melebihi rekomendasi. Perilaku 
pemupukan demikian secara finansial sangat merugikan petani itu 
sendiri. Peningkatan input produksi berupa penambahan penggunaan 
pupuk secara teori dapat meningkatkan produksi padi apabila 
penggunaannya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan pada setiap 
produksinya (Purwono dan Purnamawati, 2009). Apabila penambahan 
pupuk untuk produksi sudah pada batas optimum penggunaan maka 
apabila dilakukan penambahan lagi akan berakibat negatif pada 
peningkatan produksi. Seringkali petani tidak memperhatikan dosis 
anjuran yang tepat untuk setiap penggunaannya berkaitan dengan luas 
lahan yang mereka miliki sehingga berakibat pada penurunan 
produktivitas pada hasil produksinya (Yanti dkk, 2014). 
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh PATTIRO (Pusat 
Telaah dan Informasi Regional) bekerja sama dengan USAID yang 
dilakukan di sepuluh daerah di Indonesia, dilaporkan bahwa 
implementasi program subsidi pupuk masih menemui kendala dan 
permasalahan terutama pada aspek pendataan, penganggaran, 
penyaluran/distribusi, serta pengawasan.  Pada aspek pendataan, 
permasalahan yang ditemukan adalah tidak validnya data Rencana 
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), di mana terdapat 
penggelembungan (mark up) luas lahan dan jumlah petani.  Sementara 
pada aspek penganggaran, ditemukan audit yang mengoreksi jumlah 
perhitungan subsidi karena masih terdapatnya sejumlah pupuk delivery 
order (DO) yang belum disalurkan. Pada aspek penyaluran, ditemukan 
indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi 
(HET), penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam 
RDKK, tidak terpasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran 
pupuk yang tidak sesuai dengan DO, keterlambatan distribusi, 
kelangkaan, penggantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar 
wilayah distribusi, serta terdapat beberapa pengecer yang tidak resmi. 
Sedangkan terkait aspek pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk dan 
Pestisida (KPPP) di tingkat propinsi maupun kabupaten belum 
menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Mereka dinilai tidak 
memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, tidak membuat laporan 
pengawasan, serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan 
(Kementerian Perdagangan, 2017). Data pada Tribunnews (2017) 
APBN 2017 subsidi pupuk melonjak 53,2 persen dari Rp. 67,3 triliun di 
2014 dan mencapai 103,1 triliun di tahun ini. Namun, belum semua 
petani menikmati subsidi pupuk dan benih. Menurut hasil studi 
Worldbank, tercatat baru 40 persen subsidi pupuk yang dapat dinikmati 
petani. 
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat sesuai 
dengan yang telah direncanakan dan dicanangkan oleh pemerintah. 
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Keefektifan program subsidi pupuk dapat dilihat dari penggunaan 
pupuk yang diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan 
organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis 
penggunaan pupuk yang dianjurkan. Penerapan pemupukan berimbang 
diperlukan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang 
terjangkau. Pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi 
untuk sektor pertanian guna menjamin ketersediaan pupuk dengan HET 
yang telah ditetapkan, sehingga petani dapat menerapkan pemupukan 
berimbang guna mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan 
produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas 
dan kehidupan petani yang lebih baik. Program subsidi pupuk akan 
berjalan secara optimal jika petani menggunakannya sesuai 
rekomendasi yang diberikan.  
Keefektifan program subsidi pupuk diukur berdasarkan enam 
indikator, antara lain tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu, dan harga 
sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan. Subsidi  
pupuk menjadi hal yang penting dalam mendukung produksi sektor 
pertanian terkait dengan peranannya dalam menentukan produksi 
pertanian. Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, 
penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana keefektifan program 
subsidi pupuk di Kecamatan Kebakkramat Kabupatan Karanganyar. 
Dengan demikian akan diperoleh gambaran tentang subsidi pupuk, 
faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan program subsidi pupuk 
bagi petani dan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program subsidi 
pupuk. Tingkat keberhasilan program ini akan dilihat dari keefektifan 
program subsidi pupuk bagi petani sebagai penerima program subsidi 
pupuk di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 
B. Perumusan Masalah 
Peningkatan pangan memerlukan adanya dukungan penyediaan 
pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu: jenis, jumlah, harga, 
tempat, waktu, dan mutu. Untuk membantu petani dalam mendapatkan 
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pupuk dengan harga yang terjangkau, pemerintah perlu menyediakan 
subsidi pupuk. Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, 
memiliki kontribusi yang besar dalam  mewujudkan sasaran produksi 
dan produktivitas untuk mencapai target swasembada dan swasembada 
berkelanjutan. Penggunaan instrumen  perencanaan Rencana Definitif 
Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 
(RDKK) petani akan bisa mencapai target swasembada dan meraih 
sukses dalam pengelolaan usaha taninya.  
Berdasarkan uraian di atas maka timbul beberapa permasalahan 
yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan program subsidi pupuk di Kecamatan 
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar? 
2. Bagaimana keefektifan program pupuk bersubsidi bagi petani di 
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar? 
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan program 
pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Kebakkramat 
Kabupaten Karanganyar? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Kecamatan 
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 
2. Menganalisis keefektifan program pupuk bersubsidi bagi petani di 
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan program 
pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Kebakkramat 
Kabupaten Karanganyar. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi 
bahan informasi dan landasan untuk menentukan program terkait 
dengan subsidi pupuk di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 
Karanganyar. 
3. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk 
lebih menggunakan pupuk yang tepat. 
4. Bagi peneliti lain, dapat dipergunakan sebagai referensi dalam 
penelitian sejenis selanjutnya.  
